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Saat ini Pemerintah secara terus menerus berusaha memacu pembangunan infrastruktur untuk mendorong
pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Untuk mengatasi keterbatasan APBN pemerintah
menggunakan skema K erjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Dalam
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang K erjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur telah membuka pel uang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk turut
serta baik dengan menjadi Penanggung Jawab Proyek K erjasama yang merepresentasikan Pemerintah atau
menjadi pihak Badan Usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 BUMN dimungkinkan untuk mendapatkan penugasan
khusus dari Pemerintah, dan apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, maka
Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan BUMN tersebut
termasuk margin yang diharapkan. Penelitian ini membahas mengenai sgjauh mana kompensasi yang
diberikan oleh Pemerintah kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus dalam K erjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha. Penelitian ini bersifat yuridis normatif.

...... Currently, the Government continued to try to spur infrastructure development to promote equitable
development across the country. To overcome the limitations of the state budget (APBN), the government is
using the Public Private Partnership scheme. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 concerning Government
Cooperation with Business Entities in Infrastructure Provision has opened an opportunity for the State
Owned Enterprises (SOES'BUMN) to participate either by being Cooperation Project Responsible (PIPK)
representing the Government or be a party to business entities.

Based on Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 BUMN is possible to get a special assignment from the
Government, and if the assignment is not financially feasible, according to research, the government should
provide compensation for al expensesincurred BUMN including the expected margin. This study discusses
the extent to which the compensation provided by the Government to BUMN given special assignmentsin
Public Private Partnership. This research uses norvative judicial study.
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